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TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

BUPATI KONAWE SELATAN,

bahwa dalam rangka member1 pelayanan penyediaan air
minum dengan kualitas dan kuantitas sesuai dengan standar
yvang ditetapkan, maka perlu dibentuk Perusahan Daerah Air

Minum Kabupaten Konawe Selatan;

. bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);

scbagal bentuk pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam
Negert Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian
Perusahaan Daerah A Minum;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang

Perusahaan Daerah Air Minum,

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republk
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan

Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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10.

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4267);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tammbahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4286j;

. Undang-undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);

. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber daya

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4377);

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421}

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kal
terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32



11.

12.

13.
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15.

16.

17.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438},

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayaan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5402);

Pcraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesita Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);



18.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan  Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran

Negara Republik ndonesia Nomor 4741);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan ~ Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4817}

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Dacrah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 -
2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2010 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10
Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan
{Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007

Nomor L0OJ;

. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun

2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah (Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomnor 02).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

dan
BUPATI KONAWE SELATAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

~ieun Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;

f

2 Pemerintah daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah;

* Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4 Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten
Konawe Selatan;

5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

. Perusahaan Daerah Alr Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah

Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum;

Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Aopa Kabupaten Konawe Selatan;

% Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Aopa Kabupaten
Konawe Selatan;

. Jasa produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan,

cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan;

‘M Palanaoan adalah nerarancan atal hadan vane memanfaatkan air minum



1. Biaya dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi
volume kehilangan air standar;

<. Biaya usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang
mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan
distribusi, biaya kemitraan, biaya umum dan administrasi.

3. Laba bersih adalah keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi jasa
produksi.

BAB 11
ASAS, NAMA, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Asas PDAM

Pasal 2

FDDAM diselenggarakan berdasarkan asas ekonomi perusahaan dalam
kesatuan  sistem pembinaan ekonomi Indonesia berdasarkan demokrasi
ekonomi .

Bagian Kedua
Nama dan Kedudukan

Pasal 3

.. Narma Perusahaan Daerah adalah PDAM Tirta Aopa dengan logo yang
litetapkan kemudian dengan Peraturan Bupaty;

- PDAM berkedudukan secara tetap di Wilayah Andoolo Kabupaten Konawe
Sﬁ-.tatan;

2t PDAM sebagai Perusahaan Daerah milik pemerintah daerah merupakan

salah satu kelengkapan pelaksanaan otonomi daerah,;
Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

PDAM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan, penyediaan,
pengusahaan dan pelayanan air minum yang memenuhi standar dan

meiaksanakan pelayanan jasa teknis dan administratf.
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Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, PDAM Tirta

Agpa mempunyai fungsi:

4

Melakukan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah di  Bidang
Pengelolaan, penyediaan, pengusahaan dan pelayanan air minum kepada
masvarakat;

Menylapkan bahan untuk perumusan kebijakan umum Pemerintah
Kabupaten Konawe Selatan di bidang pengelolaan PDAM,;

Pelaksanaan fungsi ekonomi dengan tidak mengabaikan fungsi sosial.

BAB II1
TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN PDAM

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 4 dan 5, PDAM Tirta Aopa mempunyai tanggung jawab:

a. Menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum yang
terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana sanitasi yang
ditetapkan;

b. Melaksanakan rencana dan program proses pengadaan, termasuk
pelaksanaan konstruksi yang menjadi tanggung jawabnya serta
pengoperasian, pemeitharaan dan rehabilitasi;

c. Melakukan pengusahaan termasuk menghimpun pembayaran jasa
pelavanan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;

d. Memberi pelayanan penyediaan air minum dengan kualitas dan
kuantitas sesuaj dengan standar yang ditetapkan;

¢. Memberi laporan penyelenggaraan secara transparan, akuntabel dan
bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pengusahaan yang baik;

f. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kepada Bupati sesual
dengan kewenangannya,

g. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada

masyarakat.
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PDAM Tirta Acopa berhak:

a

]

- Memperoleh  lahan  untuk membangun sarana sesuai dengan
peraturan perundang-undangan;

. Menerima pembavaran jasa pelayanan sesuai dengan tarif yang telah
ditetapkan;

- Menctapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan
pembayaran tagihan;

. Memperolch kuantitas air baku secara kontinyu sesuai dengan izin

vang telah didapat;

. Memutus sambungan langganan kepada para pemakai / pelanggan

vang tidak memenuhi kewajibannya;
. Menggugat masyarakat atau organisasi lainnya yang melakukan
kegiatan dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana

pelayanan:

PDAM Tirta Aopa berkewajiban:

. Menjamin pelayanan yang menenuhi standar yang ditetapkan;

. Memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang
berkepentingan atas kejadian atau keadaan yang bersifat khusus dan
berpotensi akan menyebabkan perubahan atas kualitas dan kuantitas
pelavaan;

Mengoperasikan sarana dan memberikan pelayanan kepada semua
pemakai / pelanggan yang telah menenuhi syarat, kecuali dalam
keadaan memaksa (force majeure};

. Memberikan informasi mengenai pelaksanaan pelayanan;

Mengupayakan agar water mater air selalu berfungsi dengan baik

sesual dengan peraturan perundang-undangan;

Memberi ganti rugi yang layak kepada pelanggan atas kerugian yang

diderita sesuai peraturan perundangan-undangan;

. Mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila
terjadi perselisihan;

. Berperan serta pada upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya

air dalam rangka konservasi lingkungan.



(1i. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f

diupayakan berdasarkan penyelesaian di luar pengadilan atau melalui

pengadilan:

Upayva penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

-+ Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, 5

[

dan 6, terdapat wewenang dan tanggungijawab yang menjadi ranah

pemerintah dacrah;

Kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yaitu:

a. Menvusun kebijakan dan strategl pengembangan sistem penyediaan air
minum, sebagai pijakan PDAM dalam penyusunan rencana stategis
bisnis lima tahunan, dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan
(RKAP).

b. Menjamin terselenggarannya keberlanjutan pengembangan sistem
penvediaan air minum, melalul regulasi: l
1. Pemanfaatan sumber air yang tersedia;

2. Pemanfaatan air minum PDAM oleh perusahaan swasta.
Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau pengusahaan
penvelenggaraan pengembangan sistem pengadaan air minum yang belum
terjangkau oleh PDAM |
Melakukan pengawasan jasa kontruksi dan/atau  pengusahaan
penyelenggaraan pengembangan sistem pengadaan air minum yang belum

terjangkau oleh PDAM .

‘51 Jaminan terselengarannya keberlanjutan pengembangan sistem penyedian

air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diatur lebih

lanjut dengan peraturan Bupati.



BAB YV
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasgal 8§

i1 Setiap pelanggan air minum, berhak:

a.

Memperoleh pelayanan air minum yang memenuhi syarat kualitas,
kuantitas dan kontinyuitas sesuai dengan standar yang ditetapkan;
Mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta
tagihan:

. Mendapatkan gant: rugl yang layak sebagai akibat kelalaian

pelayanan;
Sebelum mengajukan gugatan atas pelayanan yang merugikan

dirinya ke pengadilan dilakukan terlebih dahulu arbitase.

. Detap pelanggan air minum, berkewajiban:

.

Membayar tagihan atas jasa pelayanan;

Menggunakan produk pelayanan secara bijak;

Turut menjaga dan memelihara sarana air minum;

Mengikuti petunjuk dan prosedur yang ditetapkan oleh PDAM; dan
Mengikuti dan mematuhi upaya penyelesaian secara hukum apabila

terjadi persetisihan.

BAB VI
TARIF

Baglan Kesatu
Mekanisme dan Prosedur penerapan tarif

Pasal ©

i 1. Direktur menyusun konsep usulan tarif;

.2i Penerapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:

a. Masyarakat pelanggan;

b. PDAM selaku badan usaha dan penyelenggaraan; dan

c. Pemerintah daerah selaku pemilik PDAM;

. Pertimbangan kepentingan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a harus menjamin kepentingan konsumen;



41 Perimbangan kepentingan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

huruf b harus menjamin kepentingan PDAM sebagai badan usaha dalam
mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan
visl, mengembang misi, mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan

didalam rencana jangka panjang (coporate plan);

 Pertimbangan kepentingan pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Ly

huruf ¢, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah selaku pemilik
modal dalam memperoleh hasil atas pengeloiaan PDAM berupa pelayanan
air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan
pelayvanan umum yang bersangkutan;

Perhitungan dan penetapan konsep usulan tarif air minum sebagaimana
dimaksud dalam ayat {1) harus didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Kelerjangkauan dan keadilan;

0. Mutu pelavanan:

¢. Pemulihan biaya;

d. Efisiens: pemakaian air;

2. Transparan dan akuntabilitas; dan

{. Perlindungan air baku.

: Sclain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) konsep usulan tanf,

harus mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target

dan pengembangan tingkat pelayanan;

- Konsep usulan tarif, harus dilengkapi data pendukung sebagai berikut:

TH|

a. Dasar perhitungan usulan penterapan tarif;

b. Hasil perhitungan proycksi biaya dasar;

¢. Perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;

d. Proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;

¢. Perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok
pelanggan yang kurang mampu;

f. Kajian dampak kenaikan beban per-bulan kepada kelompok-kelompok
pelanggang.

Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi:

a. Biaya operasi;

b. Biaya umum dan pemeliharaan,

c. Biaya penyusutan;

d. Biaya bunga pinjaman;

e. Keuntungan yang wajar; dan



Pasal 10

Semua perhitungan tarif atas volume air yang terjual;

oy

- Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas
tungkat biaya sebagai berikut;

a. Biaya rendah;

b. Biava dasar;

c. Biaya penuh;

. Perhitungan tarif bagi pelanggan khusus didasarkan oleh PDAM;

Pasal 11

1" Tanf air minum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
i<! Penetapan tarif air minum yang dimaksud ayat (1) diusulkan oleh Direktur

dan Dewan Pengawas kepada Bupati atas persetujuan DPRD;

Bagian Kedua
Beban Tetap dan Biaya Penyambungan

Pasal 12

1

PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap

sambungan;

12; Beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri dart biaya
administrasi rekening pelanggan dan biaya administrasi;

131 Setiap pelanggan baru, dikenakan biaya penyambungan;

41 Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya

meter.

Pasal 13

i- Apabila terjadi perubahan komponen biaya, Direktur melakukan
peninjauan terhadap tarif 3 (tiga) Tahun sekali;

-1 Mekanisme dan prosedur peninjauan tarif berlaku ketentuan pasal 9, 10
dan 11.



BARB VII
MODAL
Pasal 14

11 Modal PDAM terdiri dari:

a. Seluruh kekayaan (aktiva dan pasiva) PDAM ;

b. Penyertaan modal atau hibah dari Pemerintah Daerah:

¢. Banwuan permodalan dari pemerintah, Pemerintah propinsi, Badan /
Lembaga Nasional / Internasional melalui proses dan prosedur yang
berlaku;

d. Pinjaman dari pithak ketiga;

¢. Laba bersih.

{1 Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa keseluruhan
barang bergerak dan barang tidak bergerak vang dimiliki oleh PDAM vang
selanjutnya menjads milik PDAM Tirta Aopa pada saat peraturan daerah ini
ditetapkan;

{71 Penambahan modal yvang diperoleh melalui pinjaman dari pihak ketiga,

. harus dengan persetujuan DPRD atas usul Bupali.
l4} Pcmanfaatan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, huruf ¢, dan

huruf e diatur oleh Peraturan Bupati.

BAB VIII
STRUKTUR ORGANISASI PDAM

Bagian Kesatu
Struktur Organisasi

Pasal 15

' 1; Untuk menjalankan roda perusahaan, PDAM Tirta Aopa didukung dengan
struktur organisasi dan kepegawaian;

|2} Struktur organisasi dan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
terdiri dari:
a. Bupati selaku pemilik modal;
b. Dewan Pengawas; dan

¢. Direktur.



Bagian Kedua
Direktur

Paragraf 1

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 16

i+ Calon direktur harus memenuhi persyaratan:

a. Mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana Strata 1 (S1);

b.

C.

Dapat berasal dari dalam dan dari luar PDAM;

Batas usia pada saat diangkat pertama kali sebagaimana dimaksud pada
avat (1), huruf b dari dalam PDAM paling tinggi 55 (lima puluh lima)
Tahun dan dari luar PDAM paling tinggi 50 (lima puluh) Tahun;

. Mempunyal pengalaman kerja paling sedikit 10 Tahun bagi yang berasal

dart perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;

. Membuat dan menyajikan proposal mengenai vist dan misi PDAM,

. Bersedia bekerja penuh waktu;

Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau
Dewan Pengawas vang lain atau direktur sampai derajat ketiga, baik

menurut garis harus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;

. Lulus wji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh DPRD yang

ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 17

i, Pengangkatan direktur ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

'\ Masa jabatan direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4

(empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa

jabatan;

Pengangkatan kemballi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

apabila direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja FDAM dan

pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun;



Paragraf 2
Jumlah
Pasal 18

"umlah direktur ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dan/atau

otae geografis dan luas wilayah jangkauan pelayanan, efisiensi dan efektivitas

s.ngelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf 3
Larangan
Pasal 19

I Direktur dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
a. Jabatan struktural atau fungsional pada instansi / lembaga pemerintah
pusat atau dacrah;
b. Anggota direktur / pengawas pada BUMD lain atau badan usaha swasta;
¢. Jabatan vang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM;

d. Jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.2: Direktur tidak beleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau

tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada
PDAM.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang

Pasal 20

Direktur mempunyai tugas:

L

Menvusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh
keglatan operasional PDAM,;

Membina pegawai;

- Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;

. Menyeknggarakan administrasi umum dan keuangan;
Mcnyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) Tahunan / Business /

corporate planl dan Rencana Bisnis dan anggaran Tahunan atau rencana



Menyampaikan Rencana strategi bisnis dan RKAP Kepada Bupati Melatui

Dewan Pengawas;

- Menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM.

()

Pasal 21

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf g, terdiri dari

laporan triwulan dan laporan Tahunan;

¢ Laporan rmwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan

kcglatan operasional dan kcuangan;

-1 Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan

keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani

bersama direktur dan Dewan Pengawas;

i Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} disampaikan kepada Dewan

Pengawas paling lambat 6 (enam) hari setiap akhir triwulan;

-1 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati

melalul Dewan Pengawas, untuk disahkan oleh Bupati paling lambat
dalam waktu 30 {tiga pululh) hari setelah diterima dan ditembuskan kepada
DPRD;

Dircktur menyebarluaskan laporan Tahunan melalui media massa paling

lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati;

7] Anggota Dewan Pengawas dan direktur yang tidak menandatangani

' laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3} harus disebutkan

alasanya secara tertulis.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Direktur

l)i“

b

PWELaIg:

Mengangkat dan  memberhentikan  pegawatr  berdasarkan  peraturan
perundang-undangan;

Menetapkan tata kerja dengan persetujuan Dewan Pengawas;

Mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah direktur;
Mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;

Menandatangani laporan triwulan dan Laporan Tahunan;

Menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili



T

Menjual, menjaminkan atau melepaskan asset milik PDAM berdasarkan
persetujuan Bupati dan DPRD atas pertimbangan Dewan Pegawas;

Melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan
kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati dan DPRD atas

pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan asset PDAM.

Paragraf 5§
Penunjukkan pejabat Sementara

Pasal 23

¢ Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direktur, pengangkatan direktur

baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat
penunjukan/mengangkat direktur yang lama atau seorang pejabat

struktural PDAM sebagai pejabat sementara;

I Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan Bupati;

41 Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling

lama 6 (enam) bulan;

<. Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku

pclantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6
Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 24

|1} Penghasilan direktur terdiri dari gaji dan tunjangan;

{2 Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Tunjangan perawatan / kesechatan yang layak, termasuk suami/istr
dan anak; dan

b. Tunjangan lainnya.

(31 Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, direktur memperoleh bagian

dari jasa produksi;

{4 Besarnya gaji, tunjangan dan bagian jasa produksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan

pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM;
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- Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan direktur, D

pegawal dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh mel:
puluh perseratus} dari total biaya berdasarkan re

perusahaan Tahun vang lalu.

Pasal 25

Direktur setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian
vang besarnya ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan usul Dewan Pengawas

dan kemampuan perusahaan;

'} Direktur yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatnnya

berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian, dengan syarat telah
menjalankan tugasnya paling sedikit 1 {Satu) tahun;

Besarnva uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
(2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan

dikallkan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 26

Dircktur memperoleh hak cuti meliputi:

a. Cuu Tahunan;

b. Cutt besar;

c. Cuti sakit;

d. Cuti karena alasan penting atau cuti karena menunaikan ibadah haji;
¢. Cuti nikah;

{. Cun bersalin,

g. Cut diluar tanggungan PDAM.

'+ Direktur vang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap

diberikan penghasilan penuh, kecult cuti diluar tanggungan PDAM;

> Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut

oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Pemberhentian

Pasal 27

Direktur berhenti karena:

a. Masa jabatan berakhir; dan
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{.2} Direktur diberhentikan karena:

a. Reorganisasi;

b. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM;

<. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan daerah atau Negara;

d. Mencapai batas usia 60 (Enam Puluh} Tahun;

¢. Thdak dapat melaksanakan tugasnya.

Pemberhentian dircktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan

olch Bupat.

Pasal 28

I .1 Direktur vang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 27, ayat (2} huruf ¢ dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas

. usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 {Satu) bulan;

(<) Pemiberhentian sementara scbagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

(3]

(4)

oleh Bupau disertar dengan alasan dan dibentahukan kepada yang

bersangkutan.

Pasal 20

i1 Paling lambatr 1 (Satu} bulan setelah pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Dewan Pengawas melakukan
sidang yang dihadir oleh Direktur untuk menetapkan yang bersangkutan
diberhentikan atau merehabilitasi;

Dewan Pengawas melaporkan hasil sidang kepada Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} sebagai bahan bagi Bupati untuk memberhentikan

atau merehabilitasi;

Apabila dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direktur

tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima
hasil sidang Dewan Pengawasan;

Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direktur merupakan tindak pidana
dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap

yvang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.



Bagian Kedua
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 30

1Y Dewan Pengawas berasal Dari unsur :
a. Pejabat pemerintahan daerah;
b. Profesional, baik karena latar belakang keilmuan atau pengalaman;
¢. Konsumen.
~5i Calon anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:
a. Usia paling tinggl 65 (enam puluh lima} Tahun;
b. Menguasai manajemen PDAM;
¢. Tidak tertkat hubungan keluargs dengan Bupati / wakil Bupati atau
Dewan Pengawas vang lain atau direktur sampai derajat ketiga, baik
menurut gans lurus atau kesamping termasuk menarntu dan ipar;
d. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas.
0: Pengangkatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan

Bupalti.

Paragraf 2

Jumlah, Komposisi dan masa Jabatan
Pasal 31

tii Menenmuukan jumlah anggota Dewan Pengawas berdasarkan prinsip
efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan;

1'}} Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 32

| 1; Komposisi Dewan Pengawas, terdiri dari:
a. Seorang ketua merangkap anggota,
b. Seorang sekretaris merangkap anggota,

c. Anggota.
. Penentuan komposisi dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditctapkan dengan keputusan Bupati.



Pasal 33

', Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 {tiga) Tahun dan

dapat diangkat kembali untuk 1 (Satu) kali masa jabatan;

‘2t Pengangkatan kembalt anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud

pada avat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam pengawasan kegiatan

Direktur dan kemampuan PDAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan

aur munum kepada masyarakat.

Paragraf 3
Tugas dan wewenang

Pasal 34

i+ Dewan Pengawas mempunyal tugas :

a.

Melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap

pengurusan dan pengelolaan Perusahaan;

. Mcmberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak

diminta guna perbaikan dan pengembangan perusahaan; antara lain:
1. Pengangkatan Direktur;

2. Program kerja;

3. Rencana perubahan status kekayaan perusahaan;

4. Rencana pinjaman;

5. Memeriksa laporan triwulan dan Tahunan;

. Memeriksa dan menvampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana

Bisnis dan Anggaran Tahunan yang dibuat Direktur kepada Bupati.

nDewan Pengawas mempunyal wewenang :

a.
b.

C.

Menilai kinerja Dircktur dalam pengelolaan perusahaan,;
Menilai Laporan triwulan dan laporan Tahunan;
Meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan

perusahaan;

. Mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan

pemberhentian Direktur kepada Bupati.

{3j Aspek-aspek yang dinilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat {2} huruf

a, terdiri dari, aspek keuangan, aspek operasional, dan aspek administrasi.
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Pasal 35

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dibentuk Sekretariat
Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas;
Keanggotaan Sckretariat Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga} orang,

dan memperhatian efisiensi pembiayaan.
Paragraf 4
Penghasilan dan jasa pengabdian

Pasal 36

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa,;

' Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling

banvak 25% (dua pulub lima perseratus) dari gaji direktur;

-+ sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menernma uang jasa

paling banvak 20% (dua puluh perseratus) dart gaji direktur;dan

© Setiap anggots Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 15%

(lima bclas perseratus) dari gaji dircktur.

Pasal 37

Besarnya uang jasa dan bagian dan jasa produksi sebagaimana dimaksud

susal 36 ditetapkan olch Bupati dengan memperhatikan kemampuan PDAM.

1

Pasal 38

Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian, yang besarnya

ditetapkan olch Bupatl, dengan memperhatikan kemampuan perusahaan,

s Dewun Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa

jabatannva berakhir, mendapat uang jasa pengabdian, dengan syarat telah

menjalankan tugasnya paling rendah 1 (satu) tahun;

2 Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

(2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan

dikalikan penghasilan bulan terakhir.



Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 39

. Anggota Dewan Pengawas berhenti, karena:

4. Masa jabatannya berakhir;
b. Meninggal dunia;

o, Permintaan sendiri.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena :

a. Reorganisasi;

b. hedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;

c. Mencapal batas usia 65 (enam puluh lima} tahun;

d. Tidak dapat melaksanakan tugas;

¢. Melakukan tindakan yang merugikan PDAM; dan

f Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan

kepentingan dacrah atau Negara.

Pasal 40

Anggota Dcwan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 39, ayat (2} huruf f dan g diberhentikan sementara

oleh Bupati;

{2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan

b

W
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dengan Keputusan Bupatt.
Pasal 41

Paling lama 1 {satu) bulan sctclah pemberhentian sementara Bupati
melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk
menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau merehabilitasi;

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberhentian batal demi hukum;
Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota
Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkuian
dianggap menerima hasil rapat;

Apabila perbuatan vang dilakukan oleh Anggota Dewan Pengawas
merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

vang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.
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BAB IX
PEGAWAI

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasaj 42

Pengangkatan pegawai PDAM harus memenuhi persyaratan;

Pengangkatan pegawal dilakukan setelah melalui masa percobaan paling
singkal 1 (saluj tahun dan paling lama 2 (dua} tahun dengan ketentuan
memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik;
Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
pentlalan;

Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi

persyaratan, dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 43

Direktur dapat mengangkat tenaga kontrak;
Pengangkatan tenaga kontrak sebagaimana pada ayat (1) disesuaikan

dengan kemarmpuan keuangan PDAM.

Pasal 44

Batas usia pensiun pegawal PDAM 56 (lima puluh enam) Tahun;
Pegawal yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat

pengabdian.

Pasal 45

k~tentuan mengenai persyaratan pengangkatan pegawai, unsur-unsur

senilajan  pegawai, honorarium tenaga kontrak dan kenaikan pangkat

pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43 dan pasal 44,

akan diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan peraturan perundang-

Lindangan.



Bagian Kedua
Penghasilan, Cuti dan penghargaan

Pasal 46

'} Pegawai berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah,
jaminan hari tua, dan cuti;

.7y Direktur memberikan penghargaan kepada pegawai yang sudah memiliki
masa kerja terus menerus 10 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun dan/atau

vang berprestasi luar biasa dalam pengembangan PDAM.

Pasal 47

. hetentuan tentang gaji, tunjangan dan penghasilan, jaminan hari tua, cuti dan
venghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan {2) akan diatur lebih

ninjut oleh Dircktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kewajiban, Larangan, Pelanggaran, Pemberhentian dan Hukuman

Pasal 48

) Setldap pegawal wanb
4. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Mendahulukan kepentingan PDAM di atas kepentingan lainnya;
' c. Memegang teguh kode etik PDAM.
i 2) Pegawai dilarang :
a. Melakukan kegiatan yang merugikan PDAM, daerah dan/atau negara;
b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri
sendiri dan/atau orang lain yan g merugikan PDAM; dan
¢. Mencemarkan nama baik PDAM, daerah dan/atau negara.
%) Pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat diberi sanksi sesuai peraturan Perundang-

undangan vang berlaku.



Pasal 49

hrtentuan mengenal pemberhentian dan hukuman akan diatur lebih lanjut

»eh Direktur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X
DANA PENSIUN
Pasal 50

1 Direktur dan Pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun
vang diselengearakan oleh Dana Pensiun Pemberi kerja atau Dana Pensiun
Lembaga Keuangan;

Penyelenggara pensiun scbagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan
atas pertimbangan optimaiisast dan kepastian manfaat bagi Direktur dan
pegawai sesual dengan peraturan perundang-undangan;

Atas pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program
pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dmutamakan dana pensiun

pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM.

BAB X1

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 51

Jumlah laba yang tclah disahkan berdasarkan hasil audit, lebih dahulu
dikurangi pajak, dan pengurangan lain yang wajar;

< Hasll pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} penggunaannya
ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk Pemerintah Daerah sebesar 40% (empat puluh perseratus);
b. Untuk PDAM sebesar 6 % (enam puluh perseratus).

7 Penggunaan bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a

digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah;



- Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan
untuk ;
w. Cadangan Umum sebesar 20% (dua puluh perseratus);
tr. Jasa Produksi sebesar 20% (dua puluh perseratus);
c. Sosial dan pendidikan / CSR (corporate social responsibility) maksimal

10 % (sepuluh perseratus);

i

. Sumbangan dana pensiun maksimal 10% (sepuluh perseratus).
¢. Dalam hal sebagaimana dimaksud pada huruf ¢, dan hurul d, dapat
dijadikan dana cadangan umum.
‘% Dalam hal penggunaan untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud
‘pada ayat (4) huruf a telah tercapai tujuannya, penggunaannya dapat

- dialihkan kepada keperluan lain dengan Keputusan Bupati;.

BAB XII

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 52

. Semua pegawal dan Direktur yang tidak dibebani penyimpanan uang,
surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan
melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang
dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah
menimbulkan kerugian bagi PDAM, diwajibkan untuk mengganti kerugian
tersebut;

21 Ketentuan tentang tuntutan gantli rugi terhadap pegawai Pemerintah

Kabupaten, berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai PDAM;
BAB XIII
BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
_Pasal 53

Bagan Organisasi dan Tata kerja PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB X1V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 54

. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
1.2y Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat
3 ftiga) bulan.
»o Pasal 55

Feraturan Daerab inl mulal berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Feraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

hibupaten Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 2 M¢) 2013
BUPATI K

[hundangkan di Andoolo il
pada tanggal & Mg} 2013
SEKRE'I?S DAERAH KABUPATEN

~-- H, SARDJUN MOKKE
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